Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan wawancara maka penulis telah

memperoleh data dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam tiket bus PO. Prayogo terdapat klausula dimana poin-poin yang
terdapat dalam tiket tidak sesuai dengan penerapan Pasal 18 ayat 1a Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena masih
terdapatnya poin-poin didalam klausula baku dimana terdapat penyimpangan
dalam hal tanggungjawab pelaku usaha terbukti dalam tiket tertulis dengan
jelas bahwa barang hilang, rusak merupakan tanggungjawab penumpang
bukan pelaku usaha namun pada kenyataannya dilapangan PO. Prayogo tidak
lepas tangan begitu saja tetap berusaha beritikad baik. Klausula itu dilihat
dengan Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen maka klausula itu batal demi hukum

2. PO Prayogo tetao bertanggungjawab atas kerugian akibat hilang,tertukar
maupun rusak barang penumpang dengan cara mencari dan mengganti rugi
dengan nilai ganti rugi berdasarkan kesepakatan antar pihak dengan

mengindahkan prosedur yang diindahkan oleh perusahaan PO. Prayogo
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B. Saran

Berdasarkan kesimpualan diatas maka penulis akan memberikan

saran-saran untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pelaku Usaha

Untuk Pelaku usaha dalam hal ini PO. Prayogo sebaiknya dalam
penulisan atau pencantuman klausula-klausula baku yang akan dipakai
dalam tiketnya diindahkan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hal
ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen terutama dalam Pasal 18 ayat 1A yang menekankan pada
tanggungjawab pelaku usaha sehingga terjadinya kepastian hukum dan

penumpang atau konsumen tidak merasa kebingungan

2. Untuk Penumpang atau Konsumen

Calon konsumen sebelum menggunakan jasa harus melihat dan
memahami aturan yang ada terutama klausula dalam tiket dan konsumen
tetap harus beritikad baik dan juga tetap membaca dan mencermati aturan-
aturan atau klausula-klausula baku yang terdapat dalam tiket, jika terdapat
hal yang dirasa kurang paham bisa ditanyakan lebih lanjut kepada petugas
agen penjual tiket dilapangan atau bisa ditanyakan langsung ke kantor PO
yang bersangkutan sehingga dapat memahaminya dengan baik. Penumpang
tetap harus mengawasi dan mengamankan barang-barang bawaan terutama

barang bawaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan hilang.
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3. Untuk Instansi atau Organisasi Terkait

Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dan pengawasan lebih lanjut
terhadap pelaku usaha terutama dalam penulisan aturan atau klausula baku
yang terdapat tiket sehingga aturan atau klausula baku yang terdapat dalam
tiket tidak bertentangan dengan aturan yang ada terutama Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan terciptanya

kepastian hukum.
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